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ABSTRAK 

 

Ahmad Wildan R (2023): Perlindungan Hukum Bagi Anak Akibat Korban 

Pelecehan Seksual di Wilayah Hukum Kepolisian 

Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Saksi Dan Korban 

 

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perlindungan 

Saksi dan Korban menjelaskan bahwa saksi dan korban berhak memperoleh 

perlindungan atas keamanan pribadi. Perlindungan anak korban pelecehan 

seksual, agar anak tetap terjaga dari hal-hal yang dapat merusak mental dan psikis 

anak. Kasus yang terjadi dalam wilayah Kota Pekanbaru, dimana korban 

pelecehan seksual anak di bawah umur sering terabaikan dan jarang diperhatikan 

oleh pihak yang berwajib, yang diperhatikan adalah pelakunya. Permasalahan 

yang dibahas adalah bagaimana perlindungan hukum bagi anak akibat korban 

pelecehan seksual di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta apa hambatan dalam 

perlindungan hukum bagi anak akibat korban pelecehan seksual di Kota 

Pekanbaru . 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empris yang 

dilakukan di lapangan yang berkenaan dengan  perlindungan hukum bagi anak 

akibat korban pelecehan seksual, serta hambatan dalam perlindungan hukum bagi 

anak akibat korban pelecehan seksual di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Metode 

pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi pustaka 

yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, perlindungan hukum bagi 

anak akibat korban pelecehan seksual berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2014 bahwa, Kepolisian Resor Kota Pekanbaru belum 

dapat memberikan perlindungan atas keamanan korban dan keluarganya, dan 

tidak dapat memberikan penggantian biaya kepada keluarga korban, serta tidak 

dapat menyediakan penasihat hukum karena tidak memiliki anggaran. Hak korban 

yang dapat diberikan oleh pihak kepolisian adalah dalam melakukan pemeriksaan 

terhadap korban tanpa paksaan, dan memberikan informasi kepada korban dan 

keluarganya mengenai penanganan kasus. Hambatan dalam perlindungan hukum 

bagi anak akibat korban pelecehan seksual di Kota Pekanbaru berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, adalah pihak kepolisian masih 

mengalami kesulitan dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak karena harus  

dibimbing oleh orang tuanya. Di samping itu orang tua juga belum maksimal 

dalam mengawasi anaknya. Kemudian juga fasilitas untuk perlindungan anak 

belum tersedia, serta korban tidak mendapatkan ganti rugi karena 

ketidakmampuan pelaku. 

 

Kata Kunci: Anak, Korban Pelecehan Seksual, Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 2014 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perbuatan pidana atau perbuatan yang melanggar undang-undang yang 

dilakukan oleh anak di bawah umur dan orang dewasa juga dapat dipengaruhi 

oleh ponsel yang ada ditangannya, termasuk perbuatan pelecehan terhadap 

anak di bawah umum, sebagaimana yang terjadi dalam wilayah Kota 

Pekanbaru. Dalam suatu peristiwa pidana termasuk peristiwa pidana pelecehan 

seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, maka yang dikejar atau 

yang akan diusut oleh pihak yang berwajib adalah pelakunya, sedangkan 

korban pelecehan tersebut sering terabaikan. 

Sebagaimana diketahui bahwa korban pelecehan seksual tersebut sudah 

mengalami penderitaan fisik, mental dan sebagainya. Hal ini dijelaskan dalam 

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban menjelaskan bahwa, “Korban adalah seseorang yang 

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang 

diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa, 

Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada: 

a. penghargaan atas harkat  dan martabat manusia; 

b. rasa aman; 

c. keadilan; 

d. tidak diskriminatif; dan 
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e. kepastian hukum. 

Selanjutnya Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 

menjelaskan bahwa, “Perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan 

rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada 

setiap proses peradilan pidana”. 

Kemudian Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 

menjelaskan, Seorang Saksi dan Korban berhak: 

a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta 

bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian 

yang akan, sedang, atau telah diberikannya; 

b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan 

dan dukungan keamanan; 

c. memberikan keterangan tanpa tekanan; 

d. mendapat penerjemah; 

e. bebas dari pertanyaan yang menjerat; 

f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; 

g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; 

h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; 

i. dirahasiakan identitasnya;  

j. mendapat identitas baru; 

k. mendapat tempat kediaman sementara; 

l. mendapatkan tempat kediaman baru; 

m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; 



 

 

3 

n. mendapat nasihat hukum; 

o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu 

perlindungan berakhir; dan/atau 

p. mendapat pendampingan. 

Anak korban pelecehan seksual merupakan perbuatan pidana yang 

harus mendapatkan perlindungan dari pihak berwajib, untuk memberikan rasa 

aman dan nyaman dari tindak pidana yang menyimpang yang melanggar 

hukum. Di samping itu perlindungan terhadap anak korban kejahatan harus 

memperhatikan ketentuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban.  

Demikian juga halnya korban kejahatan pelecehan seksual terhadap 

anak di bawah umur yang terjadi dalam wilayah Kota Pekanbaru, dimana 

korban pelecehan seksual terhadap anak sering terabaikan dan jarang 

diperhatikan oleh pihak yang berwajib, karena yang diperhatikan adalah 

pelakunya, yang diproses dan bahkan langsung ditahan oleh pihak kepolisian. 

Sedangkan korban pelecehan seksual diabaikan dan tidak pernah diperhatikan  

kejiwaan atau psikologis anak  korban pelecehan seksual tersebut. 

Korban pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum 

Polresta Pekanbaru, yang diketahui dan diproses pada Polresta Pekanbaru 

memang jumlahnya tidak terlalu banyak, tetapi kemungkinan ada kasus 

pelecehan tersebut yang tidak sampai diproses secara hukum. 
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Tahun 2020 ada sebanyak 2 (dua) kasus pelecehan terhadap anak 

kurang mendapat perlindungan  sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban.  Hak korban yang harus dilindungi harus diterapkan oleh penyidik, 

agar anak korban pelecehan seksual tersebut dapat menerima haknya sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Namun di lapangan penyidik belum tentu 

dapat melaksanakan dan menerapkan hak-hak anak korban kejahatan tersebut. 

Pada tahun tahun 2021 dan tahun 2022 masing-masing terdapat 2 (dua) kasus 

pelecehan seksual terhadap anak. Namun hak yang dapat diberikan kepada 

korban belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh penyidik. 

Sebagaimana yang terjadi di Kelurahan Binawidya Kota Pekanbaru, 

seorang anak mejadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh temannya 

pada waktu bermain. Orang tua korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak 

kepolisian, dan pelakunya dilakukan proses hukum, tetapi korban pelecehan 

seksual tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, tanpa ada perlindungan 

hukum sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.
1
 

Demikian juga halnya kasus pelecehan seksual yang terjadi terhadap 

anak di Kecamatan Sukajadi yang ditangani atau diproses oleh kepolisian pada 

Polresta Pekanbaru, yang mengamankan pelaku.
2
 Sedangkan korban tetap 

berada pada orang tuanya, tanpa ada pengawasan dan perlindungan yang 

diberikan oleh pihak berwajib. Anak yang menjadi korban pelecehan seksual 

tersebut tetap bisa bersekolah dan bermain seperti biasa dengan teman-

                                                           
1
MN (Orang Tua Korban), Wawancara, 15 September 2023   

2
AF (Orang Tua Korban), Wawancara, 15 September 2023  
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temannya. Hal ini tentunya dapat membuat anak tersebut leluasa bermain dan 

melakukan kegiatan yang tidak ada control atau pengawasan dari orang tuanya 

dan dari pihak yang berwajib. 

Sedangkan 4 (empat) kasus pelecehan seksual yang terjadi dalam Kota 

Pekanbaru, tidak sampai diproses sampai ke pengadilan, karena kasus tersebut 

diselesaikan melalui mediasi (perdamaian) oleh kedua belah pihak, dengan 

alasan tidak mau diekspos ke publik, dan dalam penyelesaiannya juga harus 

mendapatkan hak dan perlindungan secara hukum.  

Tentunya dari kasus ini pihak korban harus mendapatkan perlindungan 

secara hukum, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Oleh 

karena kasus yang terjadi di Kota Pekanbaru korban pelecehan seksual 

terhadap anak dikembalikan kepada orang tua untuk mengawasi dan 

melindungi anaknya, dan tidak dilindungi menurut undang-undang tersebut di 

atas. 

Berdasarkan permasalahan di atas penulis mengambil kajian ini dengan 

alasan, bahwa korban pelecehan seksual yang dialami oleh anak kurang 

mendapatkan perlindungan, karena penyidik kepolisian terkesan hanya 

mengejar pelaku, sehingga korban terabaikan dan tidak mendapatkan 

perlindungan secara maksimal sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban. 
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Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini dengan 

mengambil judul penelitian: “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK 

AKIBAT KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM 

KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-

UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI 

DAN KORBAN”. 

 

B. Batasan Masalah 

Penelitian ini memfokuskan pada cara perlindungan korban pelecehan 

seksual anak di bawah umum, hak-hak korban, serta sarana dan prasarana 

perlindungan terhadap korban pelecehan seksual anak di bwah umur. Di 

samping itu juga kendala atau hambatan dalam perlindungan terhadap korban 

pelecehan seksual anak di bawah umur. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak akibat korban pelecehan 

seksual di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban? 

2. Apa hambatan dalam perlindungan hukum bagi anak akibat korban 

pelecehan seksual di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru 
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berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian 

ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak akibat korban 

pelecehan seksual di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban. 

b. Untuk mengetahui hambatan dalam perlindungan hukum bagi anak 

akibat korban pelecehan seksual di wilayah hukum Kepolisian Resor 

Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 

Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 

2. Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat secara teoritis 

a. Sebagai kontribusi penulis kepada almamater, serta sebagai bahan 

bacaan dan sebagai acuan bagi penelitian yang sama pada masa yang 

akan datang. 
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b. Sebagai buah pikiran penulis yang dapat dijadikan acuan untuk 

mendapatkan teori-teori bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian 

yang sama. 

2. Manfaat secara praktis 

a. Menambah wawasan baru bagi penulis khususnya mengenai ilmu 

hukum ketatanegaraan, yakni tentang perlindungan terhadap anak 

dibawah umur korban pelecehan seksual berdasarkan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban di Kota Pekanbaru. 

b. Sebagai bahan masukan berupa saran kepada pihak-pihak yang 

berhubungan dengan perlindungan korban. 

3. Manfaat secara akademis  

a. Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan 

studi pada Fakultas Syariah dan  Hukum UIN Suska Riau. 

b. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman 

kepada penulis dan para pembaca akan arti pentingnya kajian tentang 

perlindungan terhadap anak dibawah umur korban pelecehan seksual 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban di wilayah hukum Kepolisian Resor 

Kota Pekanbaru 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Perlindungan Hukum 

Perlindungan diartikan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. 

Sedangkan hukum dapat diartikan sebagai peraturan yang secara resmi 

dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Dengan 

demikian, maka perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya melindungi 

yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. 

Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri, 

memberikan perlindungan. 

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula 

dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam 

atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid 

Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam 

menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal 

dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut 

aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan 

secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui 

hukum dan moral.
3
 

Fitzgerald menjelaskan teori pelindungan hukum Salmond bahwa 

hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai 

kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, 

                                                           
3
Satjipto Raharjo,Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53 
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perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara 

membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah 

mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas 

tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan 

dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan 

hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang 

diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan 

masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota 

masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap 

mewakili kepentingan masyarakat.
4
 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata 

lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan 

membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, 

penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi 

sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan 

maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna 

pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. 

Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan perlidungan oleh 

hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. 

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari 

fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, 

                                                           
4
Ibid, h. 54 
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ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang 

dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut: 

a. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya 

melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak 

Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka 

kepentingannya tersebut; 

b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk 

melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa 

yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan 

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmat 

martabatnya sebagai manusia; 

c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi 

individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang 

menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban 

dalam pergaulan hidup antara sesama manusia; 

d. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua 

kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan 

kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang 

diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan 

dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah 

perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya 

perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.
5
 

                                                           
5
Wahyu Sasongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, 
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Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum 

pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila 

haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya 

karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan 

perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu 

dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi 

semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama. 

 

B. Anak Dibawah Umur 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak menjelaskan bahwa, “Anak adalah  seseorang yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang  masih dalam kandungan”. 

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Anak menjelaskan bahwa, “Anak yang Berkonflik dengan 

Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua 

belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga 

melakukan tindak pidana. 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak menjelaskan bahwa, Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan 

Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: 

a. non diskriminasi; 

                                                                                                                                                               
(Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), h. 31 
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b. kepentingan yang terbaik bagi anak; 

c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan 

d. penghargaan terhadap pendapat anak. 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak menjelaskan bahwa, “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin 

terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi 

terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”. 

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak menjelaskan bahwa, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan 

dari: 

a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; 

b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; 

c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; 

d. pelibatan dalan peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; 

e. pelibatan dalam peperangan; dan 

f. kejahatan seksual. 

Ketentuan tersebut di atas menggambarkan bahwa, anak di bawah umur 

harus dilindungi agar tidak terlibat dalam kejahata seksual, termasuk pelecehan 

seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur. Oleh karena itu pihak 

berwajib (kepolisian) harus bertindak tegas apabila ada kasus kekerasan 

seksual terhadap anak di bawah umur. 
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Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 

Anak menjelaskan bahwa: 

(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung 

jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, 

agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status 

hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. 

(2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati 

Hak Anak. 

(3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan 

dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan 

Anak. 

(4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban 

dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan 

nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. 

(5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui 

upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden. 

Berkenaan dengan ketentuan tersebut di atas terlihat bahwa, begitu 

penting untuk memberikan perlindungan terhadap anak, karena anak 
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merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapat perhatian yang 

serius dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah 

kabupaten dan kota. 

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 

Anak menjelaskan bahwa: 

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: 

a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindung anak; 

b. menumbuhkembangkan Anak  sesuai dengan kemampuan, bakat,  dan 

minatnya; 

c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan 

d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada 

anak. 

(2) Dalam hal  Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau 

karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung 

jawabnya, kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1)  dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.
6
 

Ketentuan di atas menjelaskan bahwa, orang tua senantiasa bertanggung 

jawab terhadap anaknya, terutama yang berhubungan dengan memelihara, 

mendidik, dan mengawasi anak agar jangan sampai bergaul dengan teman-

teman yang tidak jelas, dan mengarahkan anak kepada hal-hal yang positif, 

agar anak menjadi anak yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara. 

                                                           
6
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.  
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C. Korban Kejahatan 

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban menjelaskan bahwa, “Korban adalah seseorang yang 

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang 

diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. 

Korban juga dapat diartikan, mereka yang menderita jasmaniah dan 

rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan 

kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan 

dan hak asasi yang menderita. 

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak 

korban tindak pidana adalah  usahaanak yang belum berumur 18 (delapan 

belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian 

ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. 

Korban adalah orang yang menderita jasmani dan rohani yang 

diakibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan 

yang berkepentingan hak asasi yang dirugikan.
7
 

Korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau 

penderitaan mental,  kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas 

perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana 

dan lainnya. Di sini jelas bahwa yang dimaksud adalah orang yang mendapat 

                                                           
7
Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, (Jakarta: Akademika Presindo, 1993), h.63  
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penderitaan fisik dan seterusnya, itu adalah korban dari pelanggaran atau 

tindak pidana. 

Korban adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif 

telah menderita kerugian,  termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, 

ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang  fundamental 

melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-

masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.
8
 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban menjelaskan bahwa, Pelrindungan Saksi dan Korban 

berasaskan pada: 

a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia; 

b. rasa aman; 

c. keadilan; 

d. tidak diskriminatif; 

e. kepastian hukum. 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban menjelaskan bahwa, “Perlindungan Saksi dan Korban 

bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam 

memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana”. 

 

 

 

                                                           
8
Muladi, HAM dan Perspektif Sistem Peradilan Pidana, (Bandung: Refika Aditama, 

2005), h.108  
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Korban kejahatan dapat dikategorikan sebagai berikut: 

a. Ditinjau dari sifatnya, ada yang individual dan kolektif. Korban individual 

karena dapat diidentifikasi sehingga perlindungan korban dilakukan saecara 

nyata, akan tetapi korban kolektif lebih sulit diidentifikasi. 

b. Ditinjau dari jenisnya, korban kejahatan ada yang bersifat langsung yaitu 

korban kejahatan itu sendiri dan tidak langsung yaitu masyarakat. 

c. Ditinjau dari kerugiannya maka dapat diderita oleh seseorang, kelompok 

masyarakat maupun masyarakat luas. Selain itu, kerugian korban dapat 

bersifat immaterial yang dapat dinilai dengan uang dan immaterial yakni 

perasaan takut, sakit, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya.
9
 

Korban kejahatan sebagaimana dijelaskan di atas dapat berupa fisik 

atau diri seseorang, dapat pula dirasakan oleh beberapa orang. Di samping itu, 

korban juga dapat dirasakan secara langsung oleh individu, maupun tidal 

langsung oleh masyarakat. Korban kejahatan juga dapat menimbulkan 

kerugian, baik kerugian harta benda maupun kerugian yang dialami secara 

psikis dan mental. 

Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa: 

(1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa: 

a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; 

b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan 

langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau 

                                                           
9
Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi, dan Victimologi, (Jakarta: 

Djambatan, 2004), h.120  
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c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) ditetapkan dengan 

Keputusan LPSK. 

(3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui 

LPSK. 

(4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan 

yang telah  memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan 

Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya. 

(5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan 

Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan. 

(6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan 

kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban. 

Dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa, korban kejahatan 

termasuk anak di bawah umur korban pelecehan seksual dapat mengajukan 

ganti kerugian sesuai dengan tahapan yang dijelaskan di atas. Oleh karena itu, 

pihak LPSK dapat mengajukannya kepada penuntut umum atau pengadilan 

untuk mendapatkan penetapan. 

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 

Anak menjelaskan bahwa, Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan 

dari: 
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a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; 

b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; 

c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; 

d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; 

e. pelibatan dalam peperangan; dan 

f. kejahatan seksual.
10

 

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa, anak berhak mendapatkan 

perlindungan dari kejahatan seksual, termasuk pelecehan seksual yang 

membuat mental anak menjadi terganggu. 

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa: 

(1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak 

dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing 

Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan 

Keadilan Restoratif. 

(2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. 

(3) Proses Diversi wajib memperhatikan: 

a. kepentingan korban; 

b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; 

c. penghindaran stigma negatif; 

d. penghindaran pembalasan; 

                                                           
10

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.  
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e. keharmonisan masyarakat; dan 

f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
11

  

Apabila penyelesaian perkara pidana anak dilakukan di luar pengadilan, 

yakni dengan musyawarah maka dalam penyelesaian tersebut juga harus 

memperhatikan kepentingan korban, terutama yang berhubungan dengan 

kerugian, kesehatan mental atau kesehatan jiwa si korban. 

 

D. Pelecehan Seksual 

Pelecehan adalah berbagai perilaku yang bersifat ofensif. Umumnya 

dipahami sebagai perilaku yang merendahkan, menghina, atau 

mempermalukan seseorang, dan diidentifikasi sebagai hal yang tidak patut 

dalam norma sosial dan moral. 

Pelecehan seksual adalah tindakan seksual yang tidak diinginkan, 

menyebabkan pelanggaran dan ketidaknyamanan, dan dapat (dalam beberapa 

situasi) berbahaya secara fisik dan mental. Korban dapat merasa terintimidasi, 

tidak nyaman, malu, atau terancam. 

Pelecehan seksual termasuk kepada kejahatan atau perbuatan pidana, 

yang dapat digolongka kepada beberapa pengertian, yaitu sebagai berikut: 

1. Pengertian secara praktis. Kejahatan dalam pengertian ini adalah suatu 

pengertian yang merupakan pelanggaran atas norma-norma keagamaan, 

kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat-istiadat yang 

mendapat reaksi baik berupa hukuman maupun pengecualian. 

                                                           
11

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  
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2. Pengertian secara religius. Kejahatan dalam arti religius ini mengindentikkan 

arti kejahatan dengan dosa, dan setiap dosa terancam dengan hukuman api 

neraka terhadap jiwa yang berdosa. 

3. Pengertian secara yuridis. Kejahatan dalam arti yuridis, maka kita dapat 

melihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan 

yang bertentangan dengan pasal-pasal dari Buku Kedua, yang disebut 

dengan kejahatan. Selain KUHP dapat pula dilihat dalam hukum pidana 

khusus, hukum pidana militer, fiskal, ekonomi atau pada ketentuan lain 

yang menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan.
12

 

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan 

perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan 

atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk 

ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampokan kemerdekaan secara 

sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan 

pribadi.
13

 

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia, yang mengatur khusus mengenai perlindungan terhadap hak anak, 

yakni sebagai berikut: 

(1) Setiap anak berhak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau 

hukum yang tidak manusiawi. 

(2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk 

pelaku tindak pidana yang masih anak. 

                                                           
12

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan 

Seksual, (Bandung: Refika Aditama, 2001), h.27  
13

Ibid, h.32  
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(3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan 

hukum. 

(4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan 

sesuai dengan hukum  yang berlaku dan hanya boleh dilakukan sesuai 

dengan hukum yang belaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya 

terakhir. 

(5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan 

secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan  pengembangan 

pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa,  

kecuali demi kepentingannya. 

(6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan 

hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya 

hukum yang berlaku. 

(7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan 

memperoleh  keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak 

memilih dalam sidang yang tertutup untuk umum.
14

  

Hak-hak anak sebagaimana ketentuan di atas harus diperhatikan oleh 

semua pihak, terutama penegak hukum dalam proses pemeriksaan perkara 

anak, jangan sampai melanggar hak-hak anak yang dilindungi oleh undang-

undang. 

                                                           
14

Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi, (Jakarta: 

Djambatan, 2004), h.73  
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Hukum pidana merupakan sebagian daripada keseluruhan hukum yang 

berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan 

untuk: 

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 

dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi 

barangsiapa melanggar larangan tersebut. 

2. Menentukan kapan dan dalam. hal-hal apa kepada mereka yang telah 

melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 

sebagaimana yang diancamkan. 

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan 

tersebut.
15

 

Dari rumusan hukum pidana di atas dapat diketahui bahwa hukum 

pidana mengadakan aturan bagi siapa yang melanggara larangan yang telah 

dicantumkan dalam hukum pidana, serta cara untuk menjatuhkan sanksi bagi 

yang melanggar larangan tersebut. 

Hukum pidana adalah seluruh garis hukum mengenai tingkah laku 

yang diancam dengan pidana, mengenai jenis dan macam pidana, dan 

bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan dan dilaksanakan pada waktu tertentu 

dan dalam batas daerah hukum tertentu.
16

 

                                                           
15Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.1  
16

S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta: 

Alumni AhaemPetehaem, 1986), h.20 
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Hukum pidana juga diartikan sebagai peraturan hukum mengenai 

pidana.
17

 Terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan dikuatkan oleh 

sanksi nyata berupa hukuman-hukuman. Selanjutnya hukum pidana juga 

diartikan sebagai hukum yang mencerminkan hukum yang bersifat represif, 

memiliki sanksi, tidak kenal kompromi, walaupun korban tindak pidana 

tersebut telah memaafkan, hukum pidana tetap bertindak tegas karena hukum 

harus ditegakkan dan pelakunya harus ditindak.
18

 

 

E. Penelitian Terdahulu 

Untuk menggambarkan perbedaan penelitian yang penulis lakukan 

dengan penelitian terdahulu, maka penulis perlu menggambarkannya sebagai 

berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Pujiyono dalam bentuk Jurnal yang berjudul: 

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DIBAWAH UMUR 

KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL”. Penelitian ini 

mengangkat permasalahan tentang perlindungan hukum bagi anak dibawah 

umur sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual. Sedangkan penelitian 

yang penulis lakukan mengangkat permasalahan tentang perlindungan 

hukum bagi anak akibat korban pelecehan seksual berdasarkan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban di 

Kota Pekanbaru, serta hambatan dalam perlindungan hukum bagi anak 

                                                           
17

Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Refika 

Aditama, 2008), h. 1 

 
18

M. Faal, Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), 

h.4 
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akibat korban pelecehan seksual di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Angelin N.Lilua dalam bentuk Jurnal dengan 

judul: “PELRINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI 

KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL MENURUT HUKUM PIDANA 

INDONESIA”. Penelitian ini mengangkat masalah prinsip-prinsip 

perlindungan anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, 

dan perlindungan yang dapat diberikan oleh hukum pidana Indonesia 

terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Sedangkan penelitian 

yang penulis lakukan mengangkat masalah perlindungan hukum bagi anak 

akibat korban pelecehan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Kota Pekanbaru, 

seta hambatan dalam perlindungan hukum bagi anak akibat korban 

pelecehan seksual di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Ayu Dewi Mahayanti dan Putu 

Tuni Cakabawa Landra dalam bentuk Jurnal yang berjudul: 

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU 

TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL”. Penelitian ini membahas 

masalah hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, serta perlindungan 

hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual. 

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai 

perlindungan hukum bagi anak akibat korban pelecehan seksual berdasarkan 
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Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban di Kota Pekanbaru, serta hambatan dalam perlindungan hukum bagi 

anak akibat korban pelecehan seksual di Kota Pekanbaru berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah yuridis empris yang diteliti pada awalnya 

adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap 

data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.
19

 Dalam hal ini tentunya 

mengkaji perlindungan hukum bagi anak akibat korban pelecehan seksual 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban di Kota Pekanbaru, serta hambatan dalam perlindungan 

hukum bagi anak akibat korban pelecehan seksual di Kota Pekanbaru 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang penulis lakukan 

dalam wilayah Kota Pekanbaru. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian 

ini adalah karena ada permasalahan, bahwa perlindungan hukum bagi anak 

akibat korban pelecehan seksual terkesan belum maksimal, dan hal ini perlu 

dilakukan penelitian agar dapat memberikan saran kepada pihak-pihak yang 

terkait. 

 

 

                                                           
19

 Soejono Soekanto,  Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), h.52 
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C. Subjek dan Objek Penelitian  

Subjek dalam penelitian ini adalah bagian reserse pada Kepolisian 

Resor  Kota Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah 

perlindungan hukum bagi anak akibat korban pelecehan seksual berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban di Kota Pekanbaru, serta hambatan dalam perlindungan hukum bagi 

anak akibat korban pelecehan seksual di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 

 

D. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah: 

a. Data primer, yakni data yang diperoleh langsung di lapangan melalui 

wawancara, yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi anak 

akibat korban pelecehan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Kota Pekanbaru, 

serta hambatan dalam perlindungan hukum bagi anak akibat korban 

pelecehan seksual di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 

b. Data Sekunder, yakni data yang telah tersedia yang berupa dokumen kasus 

pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur di Kota Pekanbaru, dan  

struktur organisasi Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. 

c. Data Tertier, yakni data pendukung yang berupa kamus atau ensiklopedia 

yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 
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E. Informan Penelitian 

Informan adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau 

narasumber dalam penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah informasi 

kunci yakni Penyidik Pembantu pada Satreskrim Polresta Pekanbaru yang 

berjumlah 3 orang, informasi pendukung  yaitu Advokat yang menangani kasus 

pelecehan seksual terhadap anak yang berjumlah  5 orang, dan informasi 

tambahan yaitu orang tua korban  sebanyak 2 orang.  Untuk mendapatkan data 

penulis menggunakan teknik observasi dan wawancara, yang berkenaan 

dengan perlindungan hukum bagi anak akibat korban pelecehan seksual di 

wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 

Tabel III.1 

Informan Penelitian 

No Jenis Jabatan Jumlah 

1 Informan Kunci Penyidik Pembantu 

pada Satreskrim 

Polresta Pekanbaru 

3 

2 Informan Pendukung Advokat yang 

Menangani Kasus 

Pelecehan Seksual 

Terhadap Anak 

5 

3 Informan Tambahan Orang Tua Korban 2 

 Jumlah  10 

 Sumber: Data lapangan, 2023 
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F. Metode Pengumpul Data 

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Observasi, yaitu pengamatan dimungkinkan berfokus pada fenomena sosial 

atau prilaku-prilaku sosial, dengan ketentuan pengamatan harus tetap selaras 

dengan judul, tipe dan tujuan penelitian.
20

 Dalam hal ini tentunya yang 

berhubungan dengan perlindungan hukum bagi anak akibat korban 

pelecehan seksual di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 

b. Wawancara, yakni situasi peran antar pribadi bertatap muka ketika 

seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan 

masalah penelitian kepada seorang responden.
21

 Tentunya yang berkenaan 

dengan perlindungan hukum bagi anak akibat korban pelecehan seksual di 

Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 

Tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Kota Pekanbaru, serta hambatan 

dalam perlindungan hukum bagi anak akibat korban pelecehan seksual di 

Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 

Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 

c. Studi Kepustakaan, yakni peneliti mencari landasan teoritis dari 

permasalahan penelitiannya 
22

 Dalam hal ini yang berhubungan dengan 

perlindungan hukum bagi anak akibat korban pelecehan seksual berdasarkan 

                                                           
20

 Suratman, Metode Penelitian Hukum, (Bandung : Alfabeta, 2014), h.135 
21

 Ibid, h. 82 
22

 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta:PT. Raja Grafindo 

Persada, 2005), h.82. 
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Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban di Kota Pekanbaru. 

 

G. Analisis Data 

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif, yakni dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk 

kalimat yang jelas, serta menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai 

dengan rumusan permasalahan yang dibahas, dan data yang diperoleh melalui, 

observasi, wawancara dan penelusuran literatur dihubungkan dengan teori dan 

pendapat para ahli yang berkenaan dengan perlindungan hukum bagi anak 

akibat korban pelecehan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Kota Pekanbaru, serta 

hambatan dalam perlindungan hukum bagi anak akibat korban pelecehan 

seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban di Kota Pekanbaru, sehingga mendapatkan 

jawaban dari permasalahan yang diteliti secara jelas, yang kemudian dapat 

diambil kesimpulan dengan cara deduktif, yakni dari yang bersifat umum 

kepada hal-hal yang bersifat khusus. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, penulis mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang menangani kasus pelecehan seksual 

terhadap anak di bawah umur belum dapat memberikan perlindungan secara 

utuh, baik terhadap kasus yang diselesaikan secara mediasi (perdamaian), 

maupun terhadap kasus yang sampai kepada proses penyelidikan dan 

penyidikan, hanya sebagian saja yang dapat diberikan karena keterbatasan 

sarana dan prasarana, serta anggaran yang tersedia untuk melaksanakan dan 

menerapkan hak-hak anak sebagai korban pelecehan seksual. Oleh karena 

itu dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban 

pelecehan seksual sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban 

belum dapat terlaksana secara keseluruhannya, hanya beberapa hak saja 

yang dapat diterapkan, seperti melakukan pemeriksaan tanpa tekanan dan 

paksaan, bebas dari pertanyaan yang menjerat, merahasiakan identitas 

korban, dan mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.  

2. Hambatan dalam perlindungan hukum bagi anak akibat korban pelecehan 

seksual di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban, antara lain adalah pihak kepolisian masih mengalami kesulitan 
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dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak karena anak merasa takut dan 

perlu bimbingan dari orang tua. Di samping itu orang tua juga belum 

maksimal dalam mengawasi anaknya, terutama dalam bergaul pada 

lingkungan sekolah dan lingkungan tempat tinggal. Kemudian juga fasilitas 

untuk perlindungan anak belum tersedia di Polresta Pekanbaru, serta anak 

korban pelecehan seksual juga kesulitan dalam mendapatkan ganti rugi 

karena ketidakmampuan pelaku, serta harus melalui proses peradilan yang 

harus melalui beberapa tahap pemeriksaan. 

 

B. Saran 

Dari uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi pihak kepolisian harus benar-benar dapat memberikan perhatian yang 

serius terhadap anak korban kejahatan, serta harus memproses kasus 

kejahatan terhadap anak sampai tuntas, dan dapat memberikan perlindungan 

terhadap anak selama proses pemeriksaan, berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 

2. Kepada orang tua atau keluarga yang anaknya menjadi korban kejahatan 

atau mengalami pelecehan seksual harus melaporkan kejadian tersebut ke 

kantor polisi, agar dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku, terutama harus mendapatkan perlindungan dan hak-hak anak 

tersebut agar tidak dilanggar oleh pihak-pihak yang tidak 

bertanggungjawab. 
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